
 

 

 

    

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR 

NOMOR 28 TAHUN 2018 

TENTANG 

PEDOMAN KONSULTASI RANCANGAN AWAL  

DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH  

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

 GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

Menimbang:  bahwa sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Pedoman Konsultasi Rancangan 

Awal dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur; 

 

Mengingat:  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan 

Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara 

Tahun 1950); 

 

 

2. Undang-Undang 
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016                           

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

5. Peraturan Menteri  Dalam  Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan   

Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13  Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah;  

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 

Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Timur Nomor 63); 

 

MEMUTUSKAN: 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN KONSULTASI 

RANCANGAN AWAL DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH 

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 

DAERAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Guberur ini yang dimaksud dengan: 

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur. 

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi 

Jawa Timur. 

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 

5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 

6. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan 

masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan 

memperhitungkan sunber daya yang ada. 

7. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya 

yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan 

sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang 

terukur sesuai dengan misi.                                                                     

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 

perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung 

sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan 

Kepala Daerah. 

9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya 

disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku 

kepentingan dalam rangka menyusun rencana 

pembangunan daerah. 

10. Hari adalah hari kerja. 

 

 

 

 

BAB II 
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BAB II 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 2 

 

Peraturan Gubernur ini memuat mekanisme, tahapan dan 

kelengkapan administrasi konsultasi Rancangan Awal dan 

evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD 

Kabupaten/Kota. 

 

BAB III 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 3 

 

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman 

bagi Tim Evaluasi dan Tim Teknis Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota serta 

Kabupaten/Kota yang akan melakukan konsultasi 

rancangan awal dan evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah RPJMD dan Perubahan RPJMD.  

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk terwujudnya 

sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan 

daerah agar terjadi harmonisasi antara internal dokumen 

perencanaan Kabupaten/Kota dan secara ekternal dengan 

dokumen perencanaan Provinsi dan Nasional. 

 

BAB IV 

SISTEMATIKA 

 

Pasal 4 

 

(1) Sistematika Pedoman Konsultasi Rancangan Awal dan 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota 

meliputi : 

 

 

 

 

a. BAB I 
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a. BAB I PENDAHULUAN 

Memuat   Latar   Belakang,    Dasar Hukum,   

Tujuan dan Manfaat, Sasaran; 

b. BAB II MEKANISME, TAHAPAN DAN 

KELENGKAPAN   ADMINISTRASI EVALUASI 

MATERI  RANCANGAN PERATURAN 

DAERAH TENTANG PERUBAHAN RPJMD  

KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014-2019 

Memuat Mekanisme, Tahapan dan 

Kelengkapan Administrasi Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan RPJMD Tahun 2014-2019; 

c. BAB III  MEKANISME, TAHAPAN DAN 

KELENGKAPAN ADMINISTRASI 

KONSULTASI RANCANGAN AWAL DAN 

EVALUASI MATERI RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH TENTANG RPJMD 

KABUPATEN/KOTA 

Memuat Mekanisme, Tahapan dan 

Kelengkapan Administrasi Konsultasi 

Rancangan Awal Penyusunan RPJMD dan 

RPJMD Perubahan, Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten/Kota; 

dan 

d. BAB IV PENUTUP. 

(2) Isi  beserta  uraian    sistematika   Konsultasi    Rancangan    

Awal dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

RPJMD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

 

 

 

 

BAB V 
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BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 5 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. 

 

Ditetapkan di Surabaya  

pada tanggal  22 Mei 2018    

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

ttd 

 

Dr. H. SOEKARWO 
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Diundangkan di  Surabaya 

Pada tanggal  22 Mei 2018 

an. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI JAWA TIMUR 

Kepala Biro Hukum 

 

ttd 

 

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19640319 198903 1 001 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 28 SERI E. 

 

 


